
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 1 2 TAHUN 2 0 2 1

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN 
DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

M enim bang : a. bahw a dalam  rangka pe laksanaan  pem ungutan
retribusi pe layanan kepelabuhanan  dan retribusi 
penyebrangan air berdasarkan  P eratu ran  D aerah 
K abupaten Pesaw aran Nomor 6 T ahun  2020 ten tang  
Retribusi Pelayanan K epelabuhanan dan  Retribusi 
Penyeberangan Air, perlu  d ia tu r ta ta  cara 
pem ungutan ;

b. bahw a berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana 
m aksud  h u ru f  a, perlu m em bentuk  Peratu ran  B upati 
ten tang  Tata C ara Pem ungutan Retribusi Pelayanan 
K epelabuhanan dan  Retribusi Penyebrangan Air;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2007 ten tang
Pem bentukan K abupaten Pesaw aran di Provinsi 
Lam pung (Lem baran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2007 Nomor 99, T am bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4749);

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun 2011 ten tang  
Pem bentukan P eratu ran  P erundang-undangan 
(Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2011 
Nomor 82, T am bahan Lem baran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaim ana te lah  d iubah  
dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun 2019 
ten tang  P erubahan  A tas U ndang-U ndang Nomor 12 
T ahun  2011 ten tang  Pem bentukan P eratu ran  
Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2019 Nomor 183, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang  
Pem erin tahan D aerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), 
sebagaim ana te lah  d iubah  beberapa kali te rakh ir 
dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun 2020



ten tang  C ipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun  2020 Nomor 245, T am bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. P eratu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun 
2015 ten tang  Pem bentukan Produk H ukum  D aerah 
(Berita Negara Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 
2036), sebagaim ana te lah  d iubah  dengan Peratu ran  
M enteri Dalam  Negeri Nomor 120 T ahun 2018 ten tang  
P erubahan  A tas P eratu ran  Menteri Dalam  Negeri 
Nomor 80 T ahun  2015 ten tang  Pem bentukan Produk 
H ukum  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia 
T ahun  2018 Nomor 157);

5. P eratu ran  D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 6 
T ahun  2016 ten tang  Pem bentukan dan  S u su n an  
Perangkat D aerah (Lem baran D aerah K abupaten 
Pesaw aran T ahun 2016 Nomor 18, T am bahan 
Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 61);

6. P eratu ran  D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 6 
T ahun  2020 ten tang  Retribusi Pelayanan 
K epelabuhanan dan  Retribusi Penyeberangan Air 
(Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun  2020 
Nomor 88, T am bahan Lem baran D aerah K abupaten 
Pesaw aran Nomor 86.A);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN 
KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN 
AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P eratu ran  ini yang d im aksud dengan:

1. D aerah adalah  K abupaten Pesaw aran.

2. Pem erin tahan D aerah adalah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan  oleh 
Pem erintah D aerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat D aerah m en u ru t asas 
otonom i daerah  dan  Tugas P em ban tuan  dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dengan sistem  dan  prinsip  Negara K esatuan Republik Indonesia 
sebagaim ana d im aksud dalam  U ndang-U ndang D asar Negara Republik 
Indonesia T ahun 1945.

3. Pem erintah D aerah ada lah  B upati dan  Perangkat D aerah sebagai u n su r  
penyelenggara pem erin tahan  daerah .

4. B upati adalah  B upati Pesaw aran.

5. Pelabuhan adalah  tem pat yang terdiri a ta s  D aratan  d a n /a ta u  pera iran  
dengan b a tas-b a tas te rten tu  sebagai tem pat keg iatan pem erin tahan  dan  
kegiatan pengusahaan  yang d ipergunakan  sebagai tem pat Kapal bersandar, 
na ik  tu ru n  penum pang d a n /a ta u  bongkar m u a t barang ,berupa term inal



dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan 
dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 
tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.

6. Penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 
berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan 
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai 
tempat perpindahan Intra Antarmoda Transportasi.

7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 
fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,keamanan dan ketertiban 
arus lalu lintas kapal, panumpang dan/atau barang, keselamatan dan 
keamanan berlayar,tempat perpindahan intra dan/atau barang, 
keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau 
antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan 
tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

8. Jasa Kepelabuhan adalah pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara 
pelabuhan atau Badan Usaha Kepelabuhanan untuk terlaksananya fungsi- 
fungsi pelabuhanan.

9. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energy lainnya, 
ditarikatau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, 
kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung yang tidak berpindah pindah.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah pada pelabuhan 
laut sesuai kewenangan dan peruntukannya.

11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada 
dasamya dapat pula disediakan oleh swasta.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan 
peny eberangan.

BAB II
NAMA, OBJBK DAN SUBJEK 

Bagian 1
R etribusi Pelayanan K epelabuhan  

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut pembayaran 
atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan 
pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah.



(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di 
Lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah.

(3) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan 
yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas 
pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian 2
R etribusi Penyeberangan di Air 

Pasal 3

(1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air. dipungut pembayaran atas 
pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 
kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan 
kendaraan di air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Subjek Retribusi Penyeberangan di air adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan, menikmati pelayanan penyeberangan orang atau 
barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 4

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Pemungut retribusi adalah personil yang diberikan Surat Perintah Tugas 
oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Karcis, sebagai tanda bukti 
pembayaran yang sah.

(4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan bentuk dan ukuran 
sebagai berikut:
a. Bentuk = Persegi Panjang.
b. Ukuran = Panjang 16cm dan lebar 6,5cm
c. Wama = 1 (satu) wama untuk jenis retribusi.
d. Bahan = Hvs.



(5) Contoh gam bar karc is sebagaim ana d im aksud pada ayat (4) tercan tum  
dalam  Lam piran, m erupakan  bagian yang tidak  terp isahkan  dari P eratu ran  
B upati ini.

(6) Retribusi d ibayar di tem pat pem ungu tan  yang telah d ite tapkan  dan 
dikelola oleh D inas Perhubungan.

(7) Pengelolaan sebagaim ana d im aksud pada ayat (6) d ap at dengan 
m enggunakan m ekanism e ke ija  sam a.

(8) Hasil pem ungu tan  retribusi sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 
d iseto rkan secara b ru to  ke Kas D aerah paling lam bat dalam  w aktu  1 (satu) 
hari setelah d iterim anya retribusi per hari.

(9) Penyetoran sebagaim ana d im aksud pada ayat (5) d ikecualikan pada hari 
libur, penyetoran ak an  d ilaksanakan  di hari ke ija  setelah hari libur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

P eratu ran  B upati ini m ulai berlaku  sejak tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan P eratu ran
B upati in i dengan penem patannya dalam  B erita D aerah K abupaten Pesaw aran.

D itetapkan di Gedong T ataan

D iundangkan di Gedong T ataan 
Pada tanggal 18 lwaret 2021

P A M F  K O O R D IM S I

| S E K D A

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1  NOMOR ^ 6 8 - 4
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 1 2 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
RESTRIBUSI PELAYANAN 

KEPELABUHANAN DAN RESTRIBUSI 
PENYEBRANGAN AIR

CONTOH KARCIS

1. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (DEWASA)

PESAWARAN PEM ER IN TA H  KABUPATEN PESAW ARAN

- s i DINAS PERHUBUNGAN 1
■Mr

N o

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

(DEWASA)

Rp. 2000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 2020 

Tanda Restribusi Masuk

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 2000,-
BERLAKU SATU KALI

No.

2. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (ANAK-ANAK)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

(ANAK-ANAK)

Rp.1000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 2020 

Tanda Restribusi Masuk

N o :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 1000,-
BERLAKU SATU KALI

No.

3. KARCIS PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN (BERLANGGANAN)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

(BERLANGGANAN)

Rp. 30000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

N o :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN PAS MASUK 
PELABUHAN

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 30000,-
BERLAKU SATU KALI

No.



4. KARCIS PELAYANAN TARIF SANDAR /  LABUH (DERMAGA BETON)

PEMERINTAH KABUPATEN PE 6 AW ARAN 
DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN TARIF SANDAR ATAU LABUH

(D ERM A G A  B ETO N )

Rp. 5000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06 / Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

No :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN TARIF SANDAR  
ATAU LABUH

/ T - \ T - \ T > >  »  ft * T - > T - \ m r % ^ T \

Perda Kab. Pesawaran, No. 0 6 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 5000,-
BERLAKU SATU KALI SANDAR /

No.

5. KARCIS PELAYANAN TARIF SANDAR /  LABUH (DERMAGA APUNG)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN TARIF SANDAR ATAU LABUH
(DERM AGA APUNG)

Rp. 3000 ,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 2020 

Tanda Restribusi Masuk

No :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN TARIF SANDAR ATAU LABUH

(DERMAGA APUNG)

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 3000,-
BERLAKU SATU KALI SANDAR /

No.

6 KARCIS PELAYANAN BONGKAR MU AT (BONGKAR MU AT BARANG)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN BONGKAR MU AT
(BONGKAR M UAT BARANG)

Rp. 5000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 2020 

Tanda Restribusi Masuk

No :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN BONGKAR MUAT
(BONGKAR MUAT BARANG)

Perda Kab. Pesawaran, No. 06/ Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 5000,-
B E R L A K U  S A T U  K A L I  B O N G K A R  M U A T



13. KARCIS PELAYANAN SEWA LAHAN /  BULAN (UMBUL-UMBUL)

IP ESA WAR AN I PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN SEWA LAHAN / BULAN
(UMBUL/UMBUL)

Rp. 5 0 0 0 ,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN SEWA LAHAN/ 
BULAN

/ T  T H  / r r \ T  T T  T  T H  I f  T  T T  \

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 5000,
B E R L A K U  S A T U  K A L I  P A K A I

14. KARCIS PELAYANAN SEWA LAHAN /  BULAN (STAN PROMOSI)

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN SEWA LAHAN /  BULAN
(STAN PROMOSI)

Rp. 5 0 0 0 ,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

N o :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN 

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN SEWA LAHAN/ BULAN
(STAN PROMOSI)

Perda Kab. Pesawaran, No. 06 / Th. 2020 
Tanda Restribusi Masuk

Rp. 5000,-
B E R L A K U  S A T U  K A L I  P A K A I

No.

16. KARCIS PELAYANAN PENUMPUKAN BARANG



17. KARCIS PELAYANAN FASIL1TAS KAMAR MANDI (MANDI)

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E S A W A R A N  

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI
(M A N D I)

Rp. 2000 ,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

N o :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR
MANDI

/"A K  A TV T T >. T \

Perda Kab. Pesaw aran, No. 0 6 / Th. 2020 
T anda R estribusi M asuk

Rp. 2 0 0 0 ,-
B E R L A K U  S A T U  KALI S E W A

No.

18. KARCIS PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI (BUANG AIR BESAR)

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E S A W A R A N  

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR MANDI
(B U A N G  A IR  B E S A R )

Rp. 1000,-
Perda Kab. Pesawaran no. 06/ Th 

2020
Tanda Restribusi Masuk

N o :

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN  

DINAS PERHUBUNGAN

PELAYANAN FASILITAS KAMAR
MANDI

T A T  1— \ T-\l

Perda Kab. Pesaw aran, No. 0 6 / Th. 2020 
T anda R estribusi M asuk

Rp. 1000,-
B E R L A K U  S A T U  KALI S E W A

No.
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